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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kehidupan manusia bergantung dengan kondisi lingkungan hidup yang 

baik dan sehat. Kebutuhan tersebut dijamin dalam konstitusi, yakni dalam Pasal 

28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang 

mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan.
1
 Selanjutnya, diatur dalam Pasal 9 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
2
 Pentingnya lingkungan hidup yang 

baik dan sehat memberi dampak pada kualitas kehidupan masyarakat yang baik 

dan sehat pula. Hal ini berguna untuk membuat manusia merasa aman dan 

memiliki harapan untuk terus hidup. 

                                                           
1
 Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019, “Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan”, 

Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 79. 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5068/2683, diakses pada tanggal 15 

Februari 2020. 
2
 Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran 

Negara 3886  mengatur “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” dan Pasal 

5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Lembaran Negeara Nomor 5059, tertulis “setiap orang mempunyai hak yang 

sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. 

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/5068/2683
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Tujuan yang diinginkan dari peraturan perundang-undangan untuk 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat belum sesuai dengan 

kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Salah satunya adalah masalah sampah 

plastik. Pembuangan sampah tanpa pemisahan dan pengolahan mengakibatkan 

pada kerusakan lingkungan hidup.
3
 Pentingnya lingkungan hidup yang terawat 

terkadang dilupakan oleh manusia, hal ini dapat menjadikan ekosistem serta 

kehidupan yang tidak maksimal pada lingkungan tersebut. Kerusakan pada 

lingkungan hidup terjadi karena dua faktor, yakni faktor alami dan faktor buatan. 

Faktor alami, antara lain banyaknya bencana alam (banjir, tanah longsor, tsunami, 

angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi) dan 

cuaca yang tidak menentu. Faktor buatan, yakni kerusakan yang disebabkan oleh 

manusia. Manusia sebagai makhluk berakal dan memiliki kemampuan tinggi 

dibanding dengan makhluk lain akan terus berkembang dari pola hidup sederhana 

menuju ke kehidupan yang modern. Perkembangan kehidupan ini memengaruhi 

pada perkembangan kehidupan, termasuk kebutuhan eksploitasi sumber daya 

alam yang berlebihan.
4
  

Permasalahan sampah plastik yang tak kunjung selesai juga dipengaruhi 

oleh kurangnya kepedulian masyarakat. Berdasarkan berita yang ditulis oleh Din 

pada cnnindonesia.com pada tanggal 21 Agustus 2019, Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengumumkan sekitar 72 persen masyarakat 

                                                           
3
 Diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Nomor 5059, kerusakan lingkungan hidup 

adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati 

lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.  
4
 Daryanto dan Agung Suprihatin, 2013, “Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup”, Cetakan I, 

Gava Media, Yogyakarta, hal. 32-33. 
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Indonesia kurang peduli dengan masalah sampah. Direktur Pengelolaan Sampah 

KLHK Novrizal Tahar menyatakan berdasarkan laporan indeks "Perilaku 

Ketidakpedulian Lingkungan Hidup" dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2018, masyarakat umumnya tidak peduli dengan sampah plastik. Permasalahan 

terkait sampah plastik akan selalu ada karena plastik tidak dapat terurai dengan 

cepat bahkan ada yang membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Novrizal 

mencontohkan pada 1995 komposisi sampah plastik sempat menyentuh angka 9 

persen, lalu 10 tahun kemudian tepatnya pada 2015 naik 11 persen dan KLHK 

memprediksi 10 tahun lagi komposisi sampah plastik di Indonesia akan tumbuh 

16 persen. Tanpa ada perubahan perilaku dan kebijakan-kebijakan terkait aturan 

soal pengurangan sampah plastik, permasalahan sampah plastik ini akan terus 

mengalami peningkatan. KLHK mendorong kepada para produsen ikut 

bertanggung jawab dalam mengurangi sampah plastik.
5
  

Kurang pedulinya masyarakat terlihat dari masih banyaknya masyarakat 

yang membuang sampah di sungai, menimbun di tanah, atau membakarnya dan 

berdampak pada pencemaran air, tanah, maupun udara. Dalam mengatasi 

permasalahan sampah ini perlu adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. 

Upaya pelestarian lingkungan hidup, antara lain penanaman kembali hutan yang 

gundul, pencegahan terhadap buang sampah dan limbah di sembarang tempat, 

pemberian sanksi ketat terhadap pelaku pencemar lingkungan, menghentikan 

eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan peningkatan kesadaran 

                                                           
5
 Din, 2019, KLHK: 72 Persen Masyarakat Tak Peduli dengan Sampah Plastik, 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190821164641-199-423470/klhk-72-persen-

masyarakat-tak-peduli-dengan-sampah-plastik, diakses pada tanggal 16 Februari 2020. 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190821164641-199-423470/klhk-72-persen-masyarakat-tak-peduli-dengan-sampah-plastik
https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190821164641-199-423470/klhk-72-persen-masyarakat-tak-peduli-dengan-sampah-plastik
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masyarakat akan pentingnya kelestarian tanah, air, dan udara.
6
 Salah satu aspek 

dalam kehidupan masyarakat demi mewujudkan peningkatan kesadaran 

masyarakat seseorang demi melestarikan lingkungan adalah pendidikan 

lingkungan hidup.  

Berdasarkan pada besarnya pengaruh tingkat kesadaran yang ditanamkan 

melalui aspek pendidikan kepada tindakan seseorang. Pendidikan lingkungan 

hidup dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan lingkungan yang semakin 

hari semakin memburuk. Sesuai yang telah diatur dalam Pasal 65 ayat (2)  

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup yang mengatur setiap orang berhak mendapatkan pendidikan 

lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam 

memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
7
  

Pendidikan lingkungan hidup (PLH) adalah upaya mengubah perilaku dan 

sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau elemen masyarakat yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat 

tentang nilai-nilai lingkungan dan isu permasalahan lingkungan yang pada 

akhirnya dapat menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya 

pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan 

yang akan datang.
8
 Tujuan dari pendidikan lingkungan hidup adalah mendorong 

dan memberi kesempatan kepada masyarakat memperoleh pengetahuan, 

                                                           
6
 Op.Cit., hal. 33 

7
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Lembaran Negeara Nomor 5059. 
8
 Daryanto dan Agung Suprihatin , Op.Cit., hal. 20. 
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keterampilan, dan sikap yang akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, 

komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan lingkungan hidup 

secara bijaksana, menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat dengan 

lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup dan memperbaiki 

kualitas hidup. Sasaran dari pendidikan lingkungan hidup adalah terlaksananya 

tujuan dari pendidikan lingkungan hidup di lapangan dan tertercakupnya seluruh 

kelompok masyarakat, baik dari pedesaan dan perkotaan, tua dan muda, laki-laki 

dan perempuan di seluruh wilayah Indonesia sehingga tujuan pendidikan 

lingkunan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan baik.
9
  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki program 

pendidikan lingkungan hidup di sekolah formal bernama Program Adiwiyata. 

Program Adiwiyata merupakan program ysng bertujuan untuk mendorong 

terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelstarian 

Lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi 

sekarang maupun yang akan datang. Program Adiwiyata diatur dalam Peraturan 

Menteri LHK Nomor 52 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya 

Lingkungan Hidup di Sekolah.
10

 Program Adiwiyata termasuk dalam ruang 

lingkup pendidikan lingkungan hidup formal. Pendidikan lingkungan hidup 

formal adalah kegiatan pendidikan dibidang lingkungan hidup yang 

diselenggarakan melalui sekolah, terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi dan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang 

                                                           
9
 Ibid, hal. 21-22. 

10
http://p3ejawa.menlhk.go.id/article24-sejarah-

adiwiyata.html#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20Program%20Adiwiyata,generasi%20se

karang%20maupun%20yang%20akan diakses tanggal 26 Juni 2021. 

http://p3ejawa.menlhk.go.id/article24-sejarah-adiwiyata.html#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20Program%20Adiwiyata,generasi%20sekarang%20maupun%20yang%20akan
http://p3ejawa.menlhk.go.id/article24-sejarah-adiwiyata.html#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20Program%20Adiwiyata,generasi%20sekarang%20maupun%20yang%20akan
http://p3ejawa.menlhk.go.id/article24-sejarah-adiwiyata.html#:~:text=Secara%20garis%20besar%2C%20Program%20Adiwiyata,generasi%20sekarang%20maupun%20yang%20akan
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dengan metode pendekatan kurikulum yang terintegrasi maupun kurikulum yang 

monolitik (tersendiri).
11

  

Beberapa penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan program Adiwiyata di 

Sekolah Dasar Negeri Yogyakarta. Pertama, PLH di Sekolah Dasar Negeri 

Ungaran 1 Yogyakarta pelaksanaan program Adwiyata berjalan baik dari aspek 

konteks, input, proses, dan produk penilaian siswa dan guru tinggi. Namun, 

karena adanya merger sekolah menyebabkan sulitnya manajemen PLH, kurangnya 

monitoring and evaluation terkait kegiatan siswa dan guru dalam PLH, minimnya 

bahan ajar PLH, kurangnya kesadaran guru untuk melakukan penelitian terkait 

dengan PLH, dan rotasi guru yang menyebabkan program PLH kurang 

maksimal.
12

  

Kedua, PLH di Sekolah Dasar Negeri Bhayangkara Yogyakarta, kebijakan 

berwawasan lingkungan dimuat dalam visi, misi, dan tujuan sekolah, muatan 

struktur kurikulum yang terintegrasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup serta Rencana dan Kegiatan Anggaran Sekolah yang 

dialokasikan 20% untuk kegiatan PLH. Kurikulum berbasis lingkungan 

menggunakan kurikulum 2013 yang memuat materi lingkungan. Penghambat 

kurikulum lingkungan adalah adanya beberapa guru yang kurang memahami dan 

kurang kreatif dalam mengembangkan pembelajaran. Kegiatan partisipatif dengan 

melibatkan seluruh warga sekolah dan elemen masyarakat, tetapi masih terdapat 

                                                           
11

 Daryanto dan  Agung Suprihatin, Op.Cit., hal. 20. 
12

 Ika Maryani, 2014, Evaluasi Pelaksanaan Program Sekolah Adiwiyata Ditinjau Dari Aspek 

Kegiatan Partisipatif Di SDN Ungaran 1 Yogyakarta, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD, 

Jilid 1, Nomor 3, April 2014, hlm. 225-229, 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jp2sd/article/view/2723/3410 diakses tanggal 24 Juni 2021 

https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jp2sd/article/view/2723/3410
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beberapa orang tua yang belum sepenuhnya memahami kegiatan yang dimiliki 

sekolah. Sarana dan prasarana ramah lingkungan sudah cukup banyak, cukup 

lengkap, dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Namun masih terdapat beberapa 

sarana dan prasarana yang belum digunakan secara maksimal.
13

 Ketiga, PLH di 

Sekolah Dasar Negeri Tlacap Yogyakarta, implementasi program Adiwiyata 

dilaksanakan dengan melakukan penanaman teknik hidropolik, daur ulang 

sampah, pembuatan kompos, kebun, hutan sekolah, dan tama sekolah. Tetapi, 

hanya 25% guru yang berpengalaman tentang pendidikan lingkungan, biaya yang 

direncanakan belum sesuai dengan kegiatan, dan sistem monitoring and 

evaluation yang masih rendah.
14

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait pelaksanaan program 

Adiwiyata melalui pendidikan formal, di samping adanya peningkatan 

pengetahuan dan penerapan dalam PLH tetapi masih banyak kendala yang 

dialami. Untuk itu, peneliti ingin mencari tahu penerapan PLH melalui pendidikan 

nonformal. Salah satu lembaga pendidikan formal di Yogyakarta adalah Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bernama Sanggar Anak Alam 

(SALAM).  

PKBM SALAM merupakan sebuah institusi pendidikan yang berdiri dari 

tahun 2000 hingga kini dan sudah mengasuh anak-anak dari tingkat Kelompok 

Bermain sampai Sekolah Menengah Atas yang terletak di Nitiprayan, Ngestiharjo, 

                                                           
13

 Dwi Nurdiai dan Dholina Inang Pambudi, 2018, Imlementasi Program Adiwiyata Di SD Negeri 

Bhayangkara Yogyakarta, FUNDADIKDAS Vol. 1 No. 1 Edisi Maret 2018, 

http://journal2.uad.ac.id/index.php/fundadikdas/article/view/69/47 diakses tanggal 24 Juni 2021. 
14

 Limawati, 2018, Implementasi Program Sekolah Adiwiyata di Sekolah Dasar, Wiyata Dharma: 

Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 6 (1), 2018, 20-24, 

https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wd/article/view/3355/1936 diakses tanggal 24 Juni 2021. 

http://journal2.uad.ac.id/index.php/fundadikdas/article/view/69/47
https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/wd/article/view/3355/1936
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Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta.
15

 PKBM dipilih oleh para pendiri SALAM 

karena format PKBM dianggap sebagai format yang paling memberikan ruang 

paling luas. SALAM dapat membentuk kurikulum sendiri sebagai pembaharu 

dalam cara pandang yang mendasar tentang pendidikan.
16

 Keistimewaan dari 

kegiatan pendidikan terletak bukan pada kata-kata, tetapi dari tindakan memilih 

cara, metode, atau pendekatan yang dijadikan pilihan untuk menyampaikan 

pelajaran.
17

 

Titik berat penelitian ini adalah cita-cita pemenuhan hak masyarakat untuk 

mendapatkan kondisi kehidupan dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat 

dan menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup tidak akan terwujud tanpa 

adanya kesadaran dan tindakan nyata masyarakat. Kesadaran dalam hal ini 

merupakan kesadaran hukum yang menyangkut persoalan “hukum sebagai 

perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”. Kesadaran hukum 

tidak dimiliki seecara otomatis oleh setiap orang. Masyarakat memerlukan 

institusi untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar pemenuhan kebutuhan 

untuk mengelola dan mencapai kepentingan bersama dengan menetapkan norma 

yang mengatur hak dan kewajian untuk dipatuhi.
18

 Untuk itu, kesadaran dan 

perilaku hukum sebagai upaya penyelesaian permasalahan lingkungan hidup dapat 

                                                           
15

 PKBM termasuk dalam pendidikan nonformal yang diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran 

Negara 4301, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaran Negara 5105. 
16

 Gerna Titi, 2017, Sanggar Anak Alam (SALAM), https://www.salamyogyakarta.com/sanggar-

anak-alam-salam/, diakses pada tanggal 28 Februari 2020. 
17

 Toto Rahardjo, 2014, Sekolah Biasa Saja, InsistPress, Yogyakarta, hlm. xix-xx. 
18

 Pudjo Utomo, 2018, Membangun Kesadaran Hukum Mayarakat Menuju Green City, Nurani 

Hukum Vol. 1 No. 1 Desember 2018, hal. 18, 

https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/view/4812/3456, diakses tanggal 24 Juni 2021. 

https://www.salamyogyakarta.com/sanggar-anak-alam-salam/
https://www.salamyogyakarta.com/sanggar-anak-alam-salam/
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diwujudkan melalui lembaga pendidikan sehingga dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga fungsi hukum baik dari kepastian hukum, 

keadilan, dan kemanfaatan dapat berjalan.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah 

Bagaimana realisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat 

melalui pendidikan lingkungan hidup di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM)? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi pemenuhan hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui pendidikan lingkungan hidup 

di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM). 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini antara lain: 

a. Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum dan 

pendidikan.  

b. Mengembangkan ilmu tentang pendidikan lingkungan hidup.  

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain: 
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a. Bagi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Lembaga 

Pendidikan, penelitian ini sebagai kritik terhadap kurikulum, 

metode pendidikan, dan penerapan pendidikan lingkungan hidup di 

pendidikan formal. Mengingat  pentingnya menjaga dan 

mewujudkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan 

dengan pembelajaran secara langsung di tengah masyarakat. 

b. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penelitian ini 

sebagai masukan bentuk penerapan pendidikan lingkungan hidup, 

akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan demi 

terwujudnya lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan. 

E. Keaslian Penulisan 

 Penulisan hukum/skripsi dengan judul Realisasi Pemenuhan Hak Atas 

Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup 

Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM SALAM). 

Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama namun permasalahannya berbeda, 

antara lain: 

1. Irma Yusrina, 11/317896/SP/24779, Jurusan Pembangunan Sosial dan 

Kesejahteraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Gadjah Mada, Tahun 2015.  

Judul Penulisan Skripsi: Sanggar Anak Alam Sebagai Pendidikan 

Alternatif (Studi tentang Peran Sanggar Anak Alam dalam Bidang 

Pendidikan Berbasis Komunitas di Kampung Nitiprayan, Dusun 
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Jomegatan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten 

Bantul).  

Rumusan Masalah: Bagaimana peran Sanggar Anak Alam dalam 

bidang pendidikan berbasis komunitas sebagai pendidikan alternatif? 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunitas Sanggar Anak Alam 

(SALAM) dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan pendidikan dengan membentuk sebuah sekolah. Hal ini terlihat 

dari mudahnya masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang 

sesuai dengan proses perkembangan anak serta biaya pendidikan yang 

tergolong terjangkau bagi masyarakat khususnya masyarakat 

menengah ke bawah. Unit usaha yang dikelola secara mandiri selain 

menjadi sumber pendanaan alternatif tetapi, secara tidak langsung 

juga mampu memberikan edukasi bagi masyarakat. Konsep 

pendidikan yang bersifat humanis dan metode yang digunakan action 

learning membuat anak mampu untuk dapat bebas berkeskpresi dan 

mengembangkan minat bakat mereka masing-masing. Walaupun 

peran dari Sanggar Anak Alam (SALAM) belum mampu secara 

maksimal dalam pelaksanaan proses pendidikannya dan hubungan 

antar individu dalam pengelolaannya masih terdapat rasa kurang 

nyaman dalam mengemukakan pendapatnya. Namun, dengan segala 

kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh Sanggar Anak Alam 

(SALAM), tidak menghalangi niat dan semangat mereka untuk dapat 

mencapai tujuannya sebagai pendidikan alternatif.  
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2. Azma Afina, 13/348453/SP/25787, Departemen Sosiologi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Tahun 2017. 

Judul Penulisan Skripsi: Sekolah Pembebasan (Kajian Atas SMP 

Sanggar Anak Alam Yogyakarta) 

Rumusan Masalah: Bagaimana perencanaan, metode, dan hasil proses 

pembelajaran di SMP Sanggar Anak Alam Yogyakarta 

mengaplikasikan konsep pendidikan yang membebaskan? 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran SMP 

Sanggar Anak Alam terdiri atas perencanaan proses pembelajaran, 

metode pembelajaran serta hasil proses pembelajaran. SMP Sanggar 

Anak Alam hadir dengan konsep pendidikan anti-mainstream. Di 

dalam proses pembelajaran, anak didik dan guru memiliki interaksi 

yang dialogis guna menghindari sistem pendidikan konvensional. Hal 

ini diwujudkan ke dalam proses pembelajarannya yang terdiri atas 

perencanaan proses pembelajaran (visi dan tujuan pembelajaran, 

perencanaan fasilitator), metode pembelajaran (daur belajar, riset 

anak, riset soal dan kegiatan bersama) serta yang terakhir adalah hasil 

proses pembelajaran (hasil produksi, alumni sekolah dan rapor siswa). 

Melalui kekuatan komunitas, SMP Sanggar Anak Alam berusaha 

melawan sistem pendidikan yang mengekang. 

3. Vony Restu Tyas Melati, 160512422, Fakultas Hukum, Universitas 

Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019. 
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Judul Penulisan Skripsi: Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Di 

Tingkat Sekolah Dasar Kecamatan Klaten Selatan  

Rumusan Masalah: Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan 

lingkungan di tingkat sekolah dasar Kecamatan Klaten Selatan? dan 

Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan pendidikan 

lingkungan di tingkat sekolah dasar Kecamatan Klaten Selatan? 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

1. Semua sekolah dasar di Kabupaten Klaten sudah memakai 

kurikulum 2013 yaitu TEMATIK. Pembelajaran berbasis kurikulum 

tematik (pendekatan tematik) adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan (mengintegrasikan dan 

memadukan) beberapa mata pelajaran sehingga melahirkan 

pengalaman yang sangat berharga bagi para peserta didik. 

Pembelajaran tematik menuntut penggunaan pancaindra, melakukan 

tindakan nyata, dan observasi faktual dari peserta didik. Hal ini juga 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya seputar 

pelajaran yang telah disampaikan. Penerapan pembelajaran tematik ini 

mengangkat sisi penasaran dan intelektualitas peserta didik dengan 

mendorong nalar, bereksperimen, dan mengkomunikasikan kepada 

orang lain, maka pelaksanaan pendidikan lingkungan tingkat sekolah 

dasar di Kabupaten Klaten secara teori sudah diselipkan dalam 

kurikulum TEMATIK. Untuk saat ini, selain teori yang diselipkan 
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sekolah dasar yang berada terkhusus untuk wilayah Klaten Selatan 

mengimbangi dengan kegiatan yang mendukung pelaksaan pendidikan 

lingkungan secara sederhana, misalnya dengan kegiatan membuang 

sampah pada tempatnya, Jumat bersih, jalan sehat, piket kelas, dan 

menanam seribu bunga setiap tahun, namun dari beberapa kegiatan 

dan teori pendidikan lingkungan yang sudah dilaksanakan, sekolah 

dasar yang berada di Klaten Selatan masih terbilang kurang, baik itu 

kesadaran, kepedulian, maupun sarpras yang mendukung pelaksanaan 

pendidikan lingkungan masih belum maksimal.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksaan pendidikan 

lingkungan sekolah dasar di Kabupaten Klaten secara umum : 

a. Kesadaran penghuni sekolah baik itu kepala sekolah, guru, dan 

murid itu sendiri yang dianggap masih rendah. 

b. Kurangnya pendanaan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan 

lingkungan, misalnya dari sarpras dan fasilitas sekolah yang mulai tak 

layak pakai namun belum adanya pendanaan menjadikan pendidikan 

lingkungan belum dapat berjalan dengan maksimal.  

c. Kurangnya jumlah guru menjadi kendala juga dalam pelaksaan 

pendidikan lingkungan, jumlah guru yang out tidak sebanding dengan 

guru yang in yang masuk di sekolah dasar setiap tahunnya. 

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun 

terdapat pada tema yang diangkat adalah skripsi pembanding pertama dan kedua 
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lebih menekankan pada sistem dan metode pendidikan nonformal dalam 

menerapkan pendidikan lingkungan hidup. Melalui penerapan proses 

pembelajaran action learning, dialogis, dan pendekatan partisipatif berguna 

sebagai sarana pembentukan kesadaran, sikap, dan perilaku anak dalam 

menyelamatan lingkungan hidup di Komunitas SALAM. Pada skripsi 

pembanding yang ketiga lebih menekankan pada pelaksanaan pendidikan 

lingkungan hidup di pendidikan formal, secara khusus di tingkat Sekolah Dasar 

Kecamatan Klaten Selatan. Dalam skripsi yang  disusun, peneliti juga membahas 

kurikulum dan metode pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal serta 

pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup, tetapi lebih menekankan pada 

pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup PKBM SALAM sebagai institusi 

pendidikan nonformal sebagai pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan 

sehat.  

F. Batasan Konsep 

1. Realisasi 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, realisasi adalah proses 

menjadikan nyata, perwujudan, wujud, kenyataan, dan pelaksanaan 

yang nyata.
19

 

2. Pendidikan 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

                                                           
19

 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi, diakses tanggal 29 Juni 2021. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi
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suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.
20

 

3. Lingkungan Hidup 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia 

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
21

 

4. Pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat 

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir 

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

Selanjutnya, diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). 

                                                           
20

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Lembaran Negara 4301. 
21

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Nomor 5059. 
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5. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Sanggar Anak Alam (PKBM 

SALAM).  

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 1 

angka 33 yang tertulis bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai 

kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar 

prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
22

 PKBM termasuk dalam 

pendidikan nonformal juga diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang selanjutnya diatur dalam Pasal 100 Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan 

Penyelenggaraan Pendidikan.  

Sanggar Anak Alam (SALAM) merupakan sebuah institusi pendidikan 

yang berdiri dari tahun 2000 hingga kini dan sudah mengasuh anak-

anak dari tingkat Kelompok Bermain sampai Sekolah Menengah Atas 

yang terletak di Nitiprayan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, 

D.I.Yogyakarta.
23

 

 

 

 

                                                           
22

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. Lembaran Negara 5105.  
23

 Toto Rahardjo, 2014, Sekolah Biasa Saja. Yogyakarta: InsistPress, hlm. 141-142. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian 

yang berfokus pada fakta sosial (perilaku hukum masyarakat). 

Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan dan 

didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

responden dan/atau narasumber. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder.  

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan: 

a) Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28H angka (1) 

yang mengatur setiap orang berhak memperoleh 

lingkungan yang sehat.  

b)  Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, 

Pasal 65 ayat (2) yang mengatur setiap orang berhak 

mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses 
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informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan 

dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat. 

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3) yang mengatur 

setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik 

dan sehat. 

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 angka 1 mengatur pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan 

Penyelenggaraan Pendidikan;  Pasal 1 angka 31 

mengatur pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; Pasal 
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1 angka 33 mengatur pusat kegiatan belajar 

masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal 

yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar 

prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah buku, jurnal, skripsi, media massa, surat kabar 

daring, media sosial, dan bahan lain yang memiliki 

keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.  

3. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum 

primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan 

hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, media massa, 

surat kabar daring, media sosial, dan bahan lain yang 

memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang 

diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara langsung dilakukan dengan menggunakan panduan 

wawancara atau interview guide yang berisi tentang garis-garis 

besar pokok yang akan ditanyakan dengan maksud agar pokok-

pokok yang direncanakan tersebut dapat tercakup seluruhnya. 
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Wawancara dilakukan secara mendalam atau indepth interview 

dengan cara bertatap muka langsung antara pewawancara dengan 

sumber informasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah 

teknik wawancara bebas terpimpin dan menggunakan pedoman 

wawancara. Wawancara dilakukan dengan membawa kerangka 

pertanyaan, tetapi penyajiannya tidak terikat oleh kerangka yang 

telah disiapkan, artinya peneliti dapat memperdalam suatu 

informasi spesifik yang muncul dari responden dan narasumber 

tetapi mungkin tidak ada dalam pedoman wawancara yang ada. 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi pelaksanaan penelitian dilakukan Kabupaten Bantul, 

Provinsi D.I.Yogyakarta. 

5. Responden 

Dalam penelitian ini diambil beberapa responden yang terdiri dari 

beberapa fasilitator, orang tua dan siswa sebagai sampel. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. 

Menurut Sugiyono, Purposive Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Tujuan purposive 

sampling adalah memilih responden yang dianggap paling tahu 

mengenai objek penelitian.
24

  

 

                                                           
24

 Meriyani, 2013, Interaksi Sosial Antar Sesama Penyandang Cacat Tunanetra Dalam Badan 

Sosial Mardiwuto, Yayasan Dr. Yap Prawirohusodo Yogyakarta, Skripsi, Pendidikan Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 

https://eprints.uny.ac.id/18430/3/5.%20BAB%20III.pdf, diakses tanggal 29 April 2021.  

https://eprints.uny.ac.id/18430/3/5.%20BAB%20III.pdf
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Responden dalam penelitian ini adalah : 

a. Fasilitator PKBM SALAM, yaitu Mas Prono dan Mirja Sentani; 

b. Orang Tua PKBM SALAM, yaitu Mas Reza dan Mbak Mirna; 

c. Anak PKBM SALAM, yaitu Aqilla dan Aira.  

6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjawab 

masalah yang diajukan. Metode penelitian kualitatif yang dipilih 

adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan yang 

diperoleh dari analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh 

narasumber secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.
25

 Dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk menggali fakta yang kemudian 

dideskripsikan dengan berpedoman pada butir-butir pertanyaan dalam 

wawancara di lapangan. Setelah data dikumpulkan disajikan dalam 

bentuk kalimat untuk ditarik suatu kesimpulan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. Data yang dianalisis berupa keterangan-keterangan 

maupun fenomena hasil observasi yang muncul di lapangan dan untuk 

dianalisis menjadi argumen kalimat yang logis dan sistematis. Langkah 

analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif terdiri dari reduksi 

data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Dalam penarikan 

kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan 

                                                           
25

 Soerjono Soekanto, 1986,  Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, 

Jakarta, hlm. 32. 
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secara deduktif. Proses berpikir deduktif yaitu berawal dari proposisi 

umum kemudian berahkir pada kesimpulan yang bersifat lebih 

khusus.
26

 Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan peraturan 

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup, dan yang khusus merupakan hasil penelitian tentang 

penerapan pendidikan lingkungan hidup PKBM SALAM dalam 

membentuk kesadaran untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik 

dan sehat. 

                                                           
26

 Miles, dkk., 1992,  Analisa Data Kualitatif., Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 19. 


